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PANCACITA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT RISET INOVASI DAN TEKNOLOGI PAKAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
DINAS PETERNAKAN ACEH

TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Nomor : 03/06/PR-ITP/2024
Nomor :000.1.1/1015/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat (10-06-2024),
bertempat di Dinas Peternakan Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan
antara:

1. Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc. dalam hal ini bertindak untuk dan Ketua Pusat Riset Inovasi dan
Teknologi Pakan (PR-ITP), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Zalsufran, ST, M.Si dalam hal imi1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Peternakan Aceh,
yang beralamat Jalan Dr. Ir. Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh, Indonesia 23245 selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK
dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA adalah Pusat Riset pada lingkungan Universitas Syiah Kuala yang bergerak
di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

B. PIHAK KEDUA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang bergerak di bidang Peternakan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan
menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mengembangkan dan

meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
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Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Bidang pendidikan terkait implementasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan transfer
pengetahuan melalui kuliah umum dan atau kuliah khusus, studi/proyek independen,
kewirausahaan, dan penelitian/riset.

(2) Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk simposium, konferensi, seminar, workshop dan
pelatihan dalam rangka diseminasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(3) Penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Pendampingan dan pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna.

N
Pasal 3
HAK DAN KEWAIJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam
melaksanakan penelitian bersama dan penerapan hasil-hasil penelitian bidang Pakan.

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan memberikan
fasilitas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain dalam kegiatan transfer
ilmu dan diseminasi dalam bentuk kuliah tamu/kuliah umum, workshop, dan narasumber
seminar.

c¢. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga data dan informasi yang diberikan PIHAK
KEDUA, dan tidak diperkenankan untuk menyebarkan informasi tersebut tanpa izin tertulis
dari PIHAK KEDUA.

2. Hak PIHAK PERTAMA :

a. PIHAK PERTAMA berhak memberi masukan dan saran kepada PIHAK KEDUA berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki
pengalaman sesuai ruang lingkup bidang PIHAK KEDUA untuk melakukan transfer ilmu dan
diseminasi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain dalam bentuk kuliah
tamwkuliah umum, workshop, dan narasumber seminar.

4. Hak PIHAK KEDUA :

a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi atau laporan dari hasil kegiatan

bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1) Setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan atas
dasar komunikasi dan koordinasi PARA PIHAK.

2) Tindak lanjut Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Pelaksanaan
berdasarkan usulan yang disetujui PARA PIHAK.

3) Pelaksanaan bidang kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh satuan Pusat Riset Inovasi dan
Teknologi Pakan Univeristas Syiah Kuala, PARA PIHAK

4) Satuan kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan jangka waktu yang
disepakati PARA PIHAK.
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Pasal 4
JANGKA WAKTU

1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat

2)

3)

diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Apabila salah satu pihak berniat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka
waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut harus
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Apabila Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2), maka pengakhiran
tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak tersebut untuk menghentikan diselesaikannya

\ kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan

1)
2)

3)

4)

1)

2)

1)

2)

3)

Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 1
(satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai
bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

Apabila ternyata dalam kegiatan yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini di kemudian
hari menghasilkan suatu aktivitas yang tidak tercakup di dalamnya, maka hal tersebut harus
dibahas dan disetujui oleh PARA PIHAK, dan hasil kesepakatan tersebut dirumuskan di dalam
amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan membuat rencana
pelaksanaan program di dalam sebuah Annex Perjanjian Kerja Sama yang disepakati secara
tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ditandatangani.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Kerja Sama ini,
yang membawa dampak pada pembiayaan, hanya dapat dilaksanakan apabila didasari oleh
kesepakatan PARA PIHAK yang dilakukan secara tertulis.

Setiap Perjanjian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) akan memuat pembagian
dan penjelasan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan yang tertuang dalam
Kerangka Acuan Kerja yang akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 7
ITIKAD BAIK

Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang
berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian
ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian

-meskipun terjadi perubahan pengurus PARA PIHAK. Jika terjadi pergantian pengurus PARA

PIHAK, maka perjanjian mengikat pihak yang menggantikan.
Perselisihan-perselisithan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
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Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan

melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU:

Pusat Riset Inovasi dan Teknologi Pakan

Alamat : Laboratorium INTP, Gedung C Lantai 2 Fakultas Pertanian
JI. Tgk. Hasan Krueng Kalee No.3, Kopelma Darussalam,
Banda Aceh, 23111

U.p. : Ketua

Telepon : Hp. 081383736633

E-mail : pritp@usk.ac.id

PIHAK KEDUA:

Dinas Peternakan Aceh

Alamat : Jalan Dr. Ir. Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh, Indonesia 23245
U.p. : Kepala Dinas

Telepon : (0651) 7559090 — 7559050

E-mail  : disnak@acehprov.go.id

(2) Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima

1)

2)
3)

4)

oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal
pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas
pemberitahuan menjadi tanggung jawab PTHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Atas dasar pertimbangan teknis, PARA PIHAK berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan
bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu periode tertentu
dengan memberikan informasi terlebih dahulu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam
addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Perjanjian ini tunduk pada dan oleh karenanya wajib untuk ditafsirkan berdasarkan ketentuan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan
dibuat dalam suatu addendum dan/atau amandemen yang disepakati PARA PIHAK, yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
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Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2

(dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

AMA, PIHAK KEDUA,

s DeAr. Samadi, M.Sc
TUA PR-ITP
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